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I Kobupater Momparvai

KATA PENGANTAR

Dengau Memanjatkan Prlji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat

dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten

Mempawair Tahrrn 2A25 - 2029 dapat tercustur.

Renc:ana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 20251A29 rnerupakan

doktunen rencafia pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup

periode lima tahun. Renstra ini disusun selragai benfuk operasiotalisasi visi. misi, sefia

tujuan pembangunan daerah. yang berisi program dal kegiatan sesuai dengan kewenangan

Sekretariat DPRD, dengar tetap berpedoman pada Rencana Pe.mbangunan Jangka

Menengah Daerah tRPI\,rD) Kabupaten Mempawah Tahun 20251A29, dan bersit'at

indikatif. Pen-vusunan Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada lnstruksi N{enteri Dalam

Negeri l'{omor ? T'ahtur 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJh,{D dan Rensffa

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Renstra Sekretariat DPRI) Tahun 2025-?029 juga berfungsi setragai dokurner:

psrencanaan yang menjadi dasar dalarn pengukuran akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di lingkup Seiiletariat DPRD. I)okurnen ini rnemuat mmusan trduan. sasaral1,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengaa ttrgas dan fungsi yang rnelekat pada

Sekretariat DPRD" Proses penyusurannya dilahnkan secara terkoerrdinasi dengat

BAPPEDA Kabupaten \{ernpawah dan pemangku kepentingan terkait guna menjamil

keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

,{khim5ra kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 1,'ang tidak dapat

diselrutkan satu persatu van8t telah membantn dan berpartisipasi dalam penyusunarl

Renstra Sekretariat DPRD KabLrpaten tr{ernpawah periode Tahtrn 2A25 *2A29.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan 

dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 

menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat 

daerah untuk periode lima tahun. 

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai 

dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan 

program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan 

terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Sekretariat 

DPRD. 

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah 

agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah 

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan 

berkelanjutan. 

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan secara sistematis melalui tahapan 

yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, 

penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun 

dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan 
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dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD. 

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen 

perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra 

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten/Kota, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan 

secara vertikal maupun horizontal. 

 
 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 

2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan sebagai berikut : 

1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom 

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6780); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355); 

7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  

Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  

2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang   Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024; 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025–2029; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025; 
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17. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Mempawah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. 

Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara 

sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.  

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 

2025-2029 adalah sebagai berikut : 

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana 

dalam periode lima tahun;  

2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;  

3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan 

sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;  

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan 

Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya 

keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. 
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1.4.  Sistematika Penulisan. 

Sistemetika Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 terdiri dari : 

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana 

Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 2005 - 

2029. 

BAB II    GAMBARAN  PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU             

               STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, 

sumber daya, kinerja perangkat daerah, Kelompok sasaran 

layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu 

strategis. 

Bab III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini berisi tentang tujuan, dan sasaran jangka menengah Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mempawah 

Bab IV   PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  

               PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini berisi tentang Program, Kegiatan Sub Kegiatan beserta kinerja, 

indikator, target dan pagu indikatif. 

Bab V    PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, 

kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan 

daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Rincian 

subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:  

5.1 Kesimpulan;  

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan  

5.3 Pengendalian dan Evaluasi. 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN  

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah  

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, maka dipandang 

perlu menjabarkan tugas dan   fungsi   organisasi   Sekretariat   Dewan   Perwakilan   

Rakyat   Daerah Kabupaten Mempawah.  Sekretariat   Dewan   Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai tugas pokok melaksanakan  urusan  

pelayanan  administratif  dan  pemberian  dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

1.  SEKRETARIS DPRD 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah adalah   

unsur  pimpinan   yang  mempunyai   tugas  memimpin, menetapkan   kebijakan   

teknis,   merumuskan   sasaran,   mengkoordinasikan,     membina,      mengarahkan,      

menyelenggarakan,  mengevaluasi,   memberikan saran dan pertimbangan dan 

melaporkan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan  

kewenangan urusan pemerintahan  dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai pelaksanaan tugas. 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut  Sekretariat  Dewan  Perwakilan 

Rakyat  Daerah Kabupaten  Mempawah  mempunyai  fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

 
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

 
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD; 

 
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga pakar / ahli yang diperlukan oleh  

    DPRD.
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2. BAGIAN UMUM DAN APARATUR 

Kabag   Umum   dan   Aparatur   mempunyai   rumusan   tugas   memimpin 

pelaksanaan   tugas   di   bidang   umum   dan   aparatur   dalam   rangka   membantu 

merumuskan  konsep  kebijakan  teknis,  penyusunan  rencana  kerja, membagi  

tugas dan  memberi  petunjuk,  melaksanakan  operasional  urusan  rumah  tangga,  

umum, kepegawaian,    humas   dan   dokumentasi,    memberi   saran,   

pertimbangan    dan melaporkan  kegiatan  di bidang  umum  dan aparatur  sesuai  

dengan  ketentuan  dan peraturan  yang  berlaku  sebagai  pelaksanaan  tugas.  

Kabag  umum  dan  Aparatur membawahi, yaitu: 

 

a. Sub bagian Umum dan Aparatur 

Mempunyai  rumusan tugas memimpin  pelaksanaan  tugas pada sub 

bagian  tata usaha  dan  aparatur  dalam  rangka  membantu  menyiapkan  

bahan  perumusan konsep    kebijakan    teknis,    penyusunan    rencana    kerja,    

membagi    tugas, melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, 

melaporkan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Aparatur sebagai 

pelaksanaan tugas. 

 

b. Sub bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

Mempunyai  rumusan  tugas  memimpin  pelaksanaan   tugas  pada  

sub   bagian perlengkapan   dan  rumah  tangga.  Membantu   menyiapkan  

bahan   perumusan konsep    kebijakan    teknis,    penyusunan    rencana    kerja,    

membagi    tugas, melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana, 

melaporkan kegiatan di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga sebagai 

pelaksanaan tugas. 

 

c. Sub bagian Humas dan Dokumentasi 

Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub 

bagian Humas dan Dokumentasi dalam rangka membantu menyiapkan bahan 

perumusan konsep kebijakan   teknis,   menyusun   rencana   kerja,   membagi   

tugas,   memfasilitasi, koordinasi dan konsultasi kegiatan humas dan 
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dokumentasi dewan, melaporkan kegiatan di sub bagian humas dan 

dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan tugas. 

 

3. BAGIAN KEUANGAN 

Kabag Keuangan mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas 

di bidang keuangan dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan 

teknis, penyusunan  rencana  kerja,  membagi  tugas dan memberi  petunjuk,  

melaksanakan operasional  urusan  perencanaan  dan  keuangan  serta  verifikasi,  

pembukuan  dan pelaporan,   memberi   saran,  pertimbangan   dan   melaporkan   

kegiatan   di  bidang keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku sebagai pelaksanaan tugas.  

 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Mempunyai  rumusan  tugas  memimpin  pelaksanaan   tugas  pada  sub   

bagian perencanaan   dan   keuangan   dalam   rangka   membantu   menyiapkan   

bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, 

membagi tugas, melaksanakan   pengelolaan   administrasi/penatausahaan   

keuangan,   pelaporan kinerja  dan  melaporkan  kegiatan  di  Sub  Bagian  

Perencanaan  dan  Keuangan sebagai pelaksanaan tugas. 

 

b. Sub Bagian Verifikasi, pembukuan dan pelaporan 

Mempunyai  rumusan  tugas  memimpin  pelaksanaan   tugas  pada  sub   

bagian verifikasi,  pembukuan  dan  pelaporan  dalam  rangka  meneliti  

kelengkapan  dan keabsahan  bukti-bukti laporan pertanggungjawaban  

administrasi  belanja barang dan  jasa,  penyiapan  pengelolaan   pembukuan   

keuangan,  mengevaluasi   hasil kegiatan,  melaporkan  hasil  pelaksanaan  

tugas  dan  melaksanakan  tugas  lain berdasarkan perintah pimpinan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

4.  BAGIAN RAPAT RISALAH DAN PERSIDANGAN 

Kabag   Rapat   Risalah   dan   Persidangan   mempunyai   rumusan   tugas 

memimpin pelaksanaan tugas di bidang rapat, risalah dan persidangan dalam 
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rangka membantu   merumuskan   konsep   kebijakan   teknis,   penyusunan   rencana   

kerja, membagi  tugas  dan  memberi  petunjuk,  melaksanakan  operasional  urusan  

rapat, risalah dan persidangan, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan 

kegiatan di Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan  sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan, yaitu : 

 

a. Sub Bagian Persidangan 

Mempunyai  tugas  yaitu  membantu  menyiapkan  bahan  perumusan  

konsep kebijakan  teknis,  penyusunan  rencana  kerja, melaksanakan kegiatan  

persidangan, menyiapkan  bahan  kelengkapan  persidangan,  memproses konsep 

keputusan Sekretaris dan Pimpinan DPRD. 

 

b. Sub Bagian Rapat dan Risalah 

Mempunyai tugas membantu  menyiapkan  bahan  perumusan  konsep 

kebijakan  teknis,  penyusunan  rencana  kerja, melaksanakan kegiatan  fasilitasi  

dan  koordinasi  rapat-rapat  dan  risalah,  serta kegiatan  reses anggota DPRD. 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. 

 
 

2.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur  organisasi  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Mempawah adalah sebagai 

berikut: 
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Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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2.1.3. Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat ada di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah   Kabupaten   

Mempawah Kabupaten Mempawah  seluruhnya berjumlah  24 Orang  yang  dapat  

dirinci  berdasarkan  Golongan / Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.1. 

Data  PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang 

Keadaan s.d. 31 Desember 2024 

 

No 

Status / 

Jenis 

Kelamin 

G O L O N G A N 

Jml I II III IV IX 

a b c d a b c d a b c d a b c d  

I PNS 
L - - - -  - 4 4 3 1 2 1 - - - - - 15 

P - - - - - - 1 2 - 1 - 2 1 1 - - - 8 

JUMLAH PNS - - - - - - 5 6 3 2 2 3 1 1 - - - 23 

II CPNS 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JUMLAH 

CPNS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III PPPK 
L - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

P - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JUMLAH 

PPPK 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL ASN - - - - -  5 6 3 2 2 3 1 1 - - 1 24 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 
 
 
 
 



 

 
13 

 
 
 

Tabel 2.2 

Data Aparatur Sipil Negara 

Keadaan s.d. 31 Desember 2024 

 

No Nama  Satuan Organisasi/Jabatan 

Standar 

Kebutuhan 

SDM 

Aparatur 

(ABK) 

ASN 

Tahun 

2024 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Keterangan 

(PNS / 

P3K) 

1. Eselon II / Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama 

Sekretaris DPRD 

1 - - - 

2. Eselon III / Administrator     

 - Kepala Bagian Rapat, Risalah 

dan Persidangan 

1 - - - 

2.1.  Eselon IV / Pengawas (Fungsional 

khusus) 

    

 - Analis kebijakan ahli muda 1 - - - 

 - Analis kebijakan ahli muda 1 - - - 

2.2.  Fungsional Umum (pelaksana)     

 - Analis materi siding 1` 1 S1 PNS 

 - Penyusun risalah 1` 1 S1 PNS 

 - Pengadministrasi rapat 1` 1 SMA PNS 

 - Pengadministrasi hukum 1` 1 SMA PNS 

 - Pengadministrasi data 

perundang-undangan 

1` 1 SMA PNS 

 -  Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1 S1 P3K 

3 Eselon III / Administrator     

 - Kepala Bagian umum dan 

aparatur 

1 1 S1 PNS 

3.1.  Eselon IV / Pengawas (Fungsional 

khusus) 

    

 - Kasubbag TU dan aparatur 1 1 D3 PNS 

 - Analis kebijakan ahli muda 1 1 S1 PNS 

 - Analis kebijakan ahli muda 1 - - - 

3.2.  Fungsional Umum (pelaksana)     

 - Penyusun rencana kebutuhan 

rumah tangga & perlengkapan 

1 1 S1 PNS 

 - Penyusun bahan informasi dan 

publikasi 

1 1 

 

 

 

 

 

S1 PNS 

 - Analis jabatan 1 1 S1 PNS 
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 - Pengemudi 1 1 SMA PNS 

 - Pengadministrasi umum 1 1 SMA PNS 

 

 

 - Pengadministrasi sarana dan 

prasarana 

1 1 SMA PNS 

 - Pengadministrasi kepegawaian 1 1 SMA PNS 

 - Arsiparis 1 1 D3 PNS 

 - Pranata Jamuan 1 1 SMA PNS 

 - Pengadministrasi persuratan 1 1 SMA PNS 

4  Eselon III / Administrator     

 - Kepala Bagian Keuangan 1 1 S2 PNS 

4.1.  Eselon IV / Pengawas (Fungsional 

khusus) 

    

 - Analis kebijakan ahli muda 1 1 S2 PNS 

 - Analis kebijakan ahli muda 1 - - - 

4.2.  Fungsional Umum (pelaksana)     

 - Analisis sistem informasi 

pelaksana anggaran 

1 1 S1 PNS 

 - Pengadministrasi program dan 

kegiatan 

1 1 SMA PNS 

 - Bendahara pengeluaran 1 1 SMA PNS 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 
 

Berdasarkan data Bezzeting tersebut diatas, jumlah aparatur PNS dirasakan masih 

kurang sehingga  masih adanya tugas rangkap yang dilakukan    oleh  Staf    Sekretariat    

Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah    serta memaksimalkan  Pegawai  Tidak  Tetap  

yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  guna membantu tugas-tugas staf Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah. 
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Tabel 2.3. 

Data Kondisi Jabatan Struktural 

Keadaan s.d. 31 Desember 2024 
 
 

No Kondisi 
Eselon 

Jumlah Ket 
II.A II.B III.A IV.A IV.B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Sudah terisi - - 2 1 - 3  

2 Belum terisi 

(lowong) 

- 1 1 - - 2 

JUMLAH - 1 3 1 - 5  

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

Dari  Gambaran  kondisi  sumber  daya  aparatur  yang  ada  di  Sekretariat 

Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten  Mempawah  Kabupaten  

Mempawah maka jika dibandingkan  dengan volume tugas yang  semakin 

meningkat, dirasakan belum dapat maksimal memberikan pelayanan kepada pihak 

dewan secara merata, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. 

Dari segi kualitas PNS pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten    Mempawah    Kabupaten    Mempawah    masih    perlu    mendapatkan 

peningkatan pengetahuan terutama dalam pengelolaan sistem informasi berbasis 

web dan penguasaan  teknologi  yang membantu  di dalam  persidangan,  sehingga 

setiap PNS perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, kursus-kursus,  

workshop yang dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. 

Berdasarkan  gambaran  ketiga  tabel  tersebut  di  atas  mengenai  kondisi 

sumber  daya  aparatur  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten 

Mempawah Kabupaten Mempawah yang tersedia saat ini maka tentunya 

diharapkan kemampuan, keterampilan, etos kerja dari setiap ASN dapat terus 

ditingkatkan. 

Untuk  mendukung  visi  dan  misi,  tujuan,  kebijakan  dan  program  serta 

kegiatan    Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Mempawah 
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maka seyogyanya diperlukan kondisi ideal personil dengan kemampuan dan 

jumlah yang cukup. 

Disamping itu tetap memprioritaskan program bimbingan teknis di bidang 

pelayanan dan informasi bagi pejabat struktural dan staf non eselon, sehingga 

setiap ASN memiliki keahlian, pengetahuan dan wawasan yang semakin luas dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang informasi dan pelayanan. 

 

2.1.4 Sumber Daya Aset dan Sarana Prasarana 

Selain Sumber Daya Manusia, yang tidak kalah penting adalah sumber daya 

berupa  aset  atau  modal  yang  dimiliki  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Mempawah 

dalam  mendukung  tugas dan fungsi  khususnya  pelayanaan  kepada  Pimpinan  dan 

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah . kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.4 Kondisi  Sarana dan Prasarana  

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Kabupaten Mempawah 

No Jenis Sarana dan Prasarana 

Kondisi 

Jumlah Layak Tidak 

layak 

1 Portable Generating Set 2 4 6 

2 Electric Generating Set Lain-lain 1 - 1 

3 Kendaraan roda 4 4 - 4 

4 Kendaraan roda 2 6 5 11 

5 Perkakas Khusus Lain-lain 1 - 1 

6 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio - 3 3 

7 Filling Besi/Metal 2 3 5 

8 Brand Kas - 1 1 

9 Lemari kayu 14 6 20 

10 Mesin Absensi 2 - 2 

11 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 55 20 75 

12 Genset 1 - 1 

13 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 1 2 

14 Meja Rapat 40 9 49 

15 Meja Makan 6 5 11 

16 Kursi Tamu 

 

 

  

6 2 8 
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17 Meja Komputer 2 0 2 

18 Kasur 2 0 2 

19 Meja Piket 1 - 1 

20 Tikar 20 8 28 

21 Tenda 2 0 2 

22 Meja Biro 20 10 30 

23 Sofa 10 6 16 

24 Lemari Pakaian 9 - 9 

25 Meubelair lainnya 90 12 102 

26 Kursi Kerja 1 - 1 

27 Dinding/Sekat Kayu 1 - 1 

28 Karpet 5 2 7 

29 Alat Pengukur Waktu Lain-lain 3 - 3 

30 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 5 2 7 

31 Mesin Potong Rumput - 1 1 

32 Mesin Cuci 1 - 1 

33 Alat Pembersih Lain-lain 5 2 7 

34 Lemari Es 10 7 17 

35 AC Unit 60 9 69 

36 AC Split 20 7 27 

37 Kipas Angin 11 5 16 

38 Exhause Fan 7 10 17 

39 Alat Pendingin Lain-lain 1 - 1 

40 Kompor Gas 6 - 6 

41 Teko Listrik 2 2 4 

42 Alat Dapur Lainnya 1 - 1 

43 Oven Listrik 1 - 1 

44 Tabung Gas 2 0 2 

45 Alat Dapur Lain-lain 60 25 83 

46 Dispenser 10 4 14 

47 Alat Prasmanan 2 0 2 

48 Televisi 22 6 28 

49 Tangga Alumunium 4 - 4 

50 Palu Sidang 1 - 1 

51 Coofie Maker - 1 1 

52 Alat Rumah Tangga Lain-lain 50 24 74 

53 Rak Sepatu 1 - 1 

54 Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain 8 4 12 

55 P.C Unit/ Komputer PC 25 12 37 

56 Lap Top 30 9 39 

57 Note Book 7 4 11 

58 Personal Komputer Lain-lain 2 3 5 

59 CPU 1 - 1 

60 Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 1 - 1 
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61 Printer 25 15 40 

62 Monitor 1 - 1 

63 Stabilizer/Stavolt 1 - 1 

64 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 - 1 

65 Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 - 3 

66 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 2 6 

67 Meja Kerja 10 2 12 

68 Meja Tamu Ruangan Biasa 4 2 6 

69 Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD 2 - 2 

70 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 30 6 36 

71 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 - 3 

72 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 7 - 7 

73 Lemari Buku untuk Perpustakaan 3 - 3 

74 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 10 - 10 

75 Buffet Kayu 1 - 1 

76 Camera + Attachment 1 - 1 

77 Proyektor + Attachment 2 - 2 

78 Equalizer 2 - 2 

79 Headphone 1 - 1 

80 Microphone/Wireless Mic 3 - 3 

81 Microphone/Boom Stand 2 - 2 

82 Microphone Floor Stand 1 - 1 

83 Power Amplifier 3 - 3 

84 Chairman/Audio Conference 4 1 5 

85 Recalver VHF/FM 1 - 1 

86 Audio Tape Reel Recorder 3 - 3 

87 Digital Audio Tape Recorder 2 - 2 

88 Peralatan studio Visual Lain-lain 25 31 56 

89 MP5 Video - Audio Player 1 - 1 

90 Power Supply 1 - 1 

91 Stabilizing Amplifier 1 - 1 

92 Digital - 5 5 

93 Microphone 36 - 39 

94 Loudspeaker 10 1 11 

95 Pesawat Telephone 1 - 1 

96 Facsimile - 1 1 

971 Alat Komunikasi Lain-lain 6 5 11 

98 Unit Transceiver SSB Statioa + E2210ry] 1 - 1 

99 Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain 1 - 1 

100 Alat Komunikasi Sosial Lain-lain 25 - 25 

101 Alat-alat Sandi Lain-lain 2 - 2 

102 Pompa Air 1 - 1 

103 Audio Processor 1 - 1 

104 Lampu sorot - 4 4 
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105 Tablet PC 3 - 3 

106 Tangki Air / bak penampungan air 5 3 7 

107 Buku Umum 6 - 6 

108 Permadani 2 - 2 

109 CCTV 5 - 5 

  110 Kasur spring bed 6 - 6 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

Sarana dan prasarana tersebut diatas sebagian ditempatkan di rumah dinas 

Pimpinan DPRD. Sarana dan prasarana yang rusak (tidak layak) sedang diusulkan untuk 

dihapusbukukan. 

 

Berdasarkan data sarana dan prasarana tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah berada dalam kondisi tidak layak guna, baik karena kerusakan fisik, usia 

pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan 

operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan 

kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan 

aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara 

bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima 

tahun mendatang. 

 

2.1.5. Kinerja Pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah  mempunyai tugas / fungsi pelayanan 

administratif  dan  melaksanakan  dukungan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan 

anggota DPRD. 

 

Tugas / fungsi tersebut adalah : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

Pelayanan yang dilaksanakan pada tugas ini antara lain  : 

-  Pengadaan alat tulis dan perlengkapan administrasi lainnya. 

-  Pemeliharaan gedung dan sarana prasarana pendukungnya. 

-  Penyelesaian administrasi umum, tersampainya dokumen / surat. 
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b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

Pelayanan pada tugas ini adalah : 

- Pembayaran gaji dan tunjangan. 

- Penyediaan pakaian dinas dan atribut. 

- Pelaksanaan medical check up. 

 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD 

Pelayanan pada fungsi ini adalah  : 

- Menyiapkan tempat dan sarana prasarana rapat 

- Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum. 

- Pengadaan buku perpustakaan. 

- Penyelenggaraan bimbingan teknis. 

 

d. Penyediaan  dan pengkoordinasian tenaga pakar / ahli yang diperlukan oleh  

    DPRD. 

Pelayanan dalam tugas ini adalah menyediakan tenaga pakar / ahli untuk pimpinan 

DPRD dan Komisi / fraksi DPRD. 

Dalam hal pelayanan penyelenggaraan rapat selama tahun 2024 terealisasi : 

a. Rapat paripurna   :  32  kali 

b. Rapat badan musyawarah  :    6  kali 

c. Rapat komisi    :    7  kali 

d. Rapat Badan Anggaran  :    5  kali 

e.  Rapat Badan pembentukan Perda :    3  kali 

f.   Rapat Panitia khusus  :    3  kali 

 

Pada pelayanan penyusunan produk hukum, terealisasi : 

a. Penyusunan Perda   :   4 buah 

b. SK DPRD    : 10 buah 

c. Risalah rapat paripurna  : 32 buah 

 

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariad DPRD dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini : 
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Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Tingkat kepuasan anggota 

DPRD terhadap pelayanan 

Sekretariat DPRD (IKM)

77   78,00     79,00     80,00 81,00     75,22 76,61 77,62 85,77     86,79     97,69    98,22        98,25     107,21      107,15 

2 Persentase administrasi yang 

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

3 Persentase 

pertanggungjawaban keuangan 

sesuai standar akuntansi 

Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

4 Persentase agenda DPRD yang 

difasilitasi sesuai jadwal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

5 Peningkatan pelayanan 

terhadap pimpinan dan anggota 

DPRD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

6  Jumlah Dokumen Hasil

 Penyusunan dan Pembahasan

 Program Pembentukan 

Peraturan  Daerah

26 26 26 26 26 26 13 18 8 8        100         50             69            31             31 

7 Jumlah Dokumen Hasil

 Pembahasan Rancangan 

Peraturan  Daerah

6 6 6 6 6 7 9 4 4 4        117       150             67            67             67 

No Indikator
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
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2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan  Penjelasan atau 

Keterangan  dan/atau Naskah 

Akademik yang  Difasilitasi

      -            4            8            8            8           -   1 3 2 1 #DIV/0!    25,00        37,50       25,00        12,50 

9  Jumlah Dokumen Hasil

 Pembahasan APBD

      -           -              1            1            1           -             -              1            1            1           -            -        100,00     100,00      100,00 

10 Jumlah Dokumen Hasil

 Pembahasan APBD 

Perubahan

      -           -              1            1            1           -             -              1            1            1           -            -        100,00     100,00      100,00 

11  Jumlah Rekomendasi Hasil

 Pembahasan Laporan 

Keterangan  Pertanggung 

jawaban Kepala  Daerah

      -           -              1            1            1           -             -              1            1            1           -            -        100,00     100,00      100,00 

12 Jumlah Dokumen Hasil 

Pendalaman  Tugas DPRD

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

13 Jumlah Orang dalam Kelompok  

Pakar dan Tim Ahli

      -            3            3            3            3            3            3            3            3            3 #DIV/0!  100,00      100,00     100,00      100,00 

15  Jumlah Tenaga Ahli Fraksi       -            7            7            7            7            7            7            7            7 8 #DIV/0!  100,00      100,00     100,00      114,29 

16 Jumlah Laporan Hasil 

Kunjungan  Kerja DPRD

      97        97          97          97          97 52 49 63 47 27      53,61    50,52        64,95       48,45        27,84 

No Indikator
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja

 



 

 23 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Jumah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan  Reses

       3          3            3            3            3            3            3            3            3            3   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

18  Jumlah Dokumen Bahan 

Komunikasi  dan Publikasi 

yang Disusun

       2          2            2            2            2            2            2            2            2            2   100,00  100,00      100,00     100,00      100,00 

19  Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi  dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas  DPRD

   210      205        205        205        205        221        233        245        236        298   105,24  113,66      119,51     115,12      145,37 

No Indikator
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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Berdasarkan data tabel diatas terdapat indikator yang capaian kinerja rendah, yaitu : 

1. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program 

(Raperda yang diusulkan), tahun 2023 dan 2024 target yang telah ditetapkan 26 

dokumen tetapi capain kinerjanya masing-masing 31 % (8 dokumen). Hal ini 

dikarenakan pada indikator dalam pelaksanaanya terdapat kepentingan politis 

anggota DPRD sehingga pembahasan raperda tidak terlaksanan sesuai target. 

2. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan  Penjelasan atau Keterangan  

dan/atau Naskah Akademik yang  Difasilitasi, tahun 2021 – 2024 capaian kinerja 

rendah yaitu 12,50 % (1 dokumen) disebabkan anggaran yang disediakan kecil 

sehingga mempengaruhi realisasi kinerja fasilitasi penyusunan naskah akademik. 

3. Indikator Jumlah Laporan Hasil Kunjungan  Kerja DPRD, capaian kinerja rendah 

yaitu 27,84 % (27 dokumen) hal ini disebabkan padatnya kegiatan anggota DPRD 

sehingga kegiatan kunjungan kerja ke dalam daerah banyak yang terlaksana. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja antara 

lain : 

-  Sumber dana dari APBD yang cukup. 

- Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD 

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah periode Renstra 2020 – 2024 dapat disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

 

 

 



 

 26 

 

 

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah tahun 2020 – 2024 diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Realisasi anggaran tahun 2020 – 2024 adalah : 

No Tahun Anggaran Realisasi % 

1 2020   33.918.334.980,00    32.193.353.752,00  94,91 

2 2021   34.842.214.693,00    33.480.842.261,00  96,09 

3 2022   40.048.024.926,00    37.527.603.988,00  93,71 

4 2023   39.494.503.344,00    37.126.203.824,00  94,00 

5 2024   42.410.996.607,00    39.728.664.048,00  93,68 

Jumlah 190.714.074.550,00  180.056.667.873,00  94,41 

 

Jika dilihat dari persentase capaian realisasi anggaran secara keseluruhan per 

tahunnya, maka rasio realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

dari tahun 2020 - 2024 digolongkan baik sebab realisasinya diatas 90 %. 

2. Sub Kegiatan medical check up, dipergunakan untuk biaya medical check up anggota 

DPRD. Anggaran tersebut capaian tertinggi realisasinya selama tahun 2020 – 2024 

adalah 50,30 % atau serapan anggarannya rendah. Hal ini dikarenakan kebanyakan 

anggota DPRD Kabupaten Mempawah tidak bersedia untuk melakukan medical check 

up. 

3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD, disediakan baru tahun 2024. Dari total anggaran 

Rp. 260.000.000, jadwal anggaran kasnya pada bulan Juni 2024, dengan perincian : 

- Rp. 10.000.000 dianggarkan untuk belanja alat tulis kantor dengan serapan 

anggarannya Rp. 9.950.320 (99,50).  

- Rp. 250.000.000 dianggarkan untuk perjalanan dinas luar daerah untuk anggota 

DPRD. Serapan anggarannya Rp. 81.260.781,00 (32,50 %) 

Serapan anggaran perjalanan dinas rendah (32,50 %) disebabkan :  

- Bulan Januari – Maret 2024 adalah dalam tahapan Pemilu sehingga anggota 

DPRD tidak diperkenankan untuk menggunakan anggaran perjalanan dinas. 

- Bulan September 2024 pelantikan DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024-

2029. Setelah anggota DPRD baru dilantik sesuai peraturan tidak boleh 
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mempergunakan anggaran perjalanan dinas sebelum Alat Kelengkapan Dewan 

(AKD) terbentuk.  

- Pada akhirnya sampai dengan triwulan IV  tahun 2024 anggaran perjalanan dinas 

tersebut tidak banyak terserap. 

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, pada tahun 2023 

disediakan anggaran Rp. 67.730.600, Serapan anggarannya Rp. 0,00 dikarenakan 

anggaran yang tersedia tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, 

sehingga tidak dipergunakan. 

5. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, tahun 2022 disediakan 

anggaran Rp. 180.000.000 untuk honor 3 (tiga) orang tenaga pakar DPRD dengan 

klasifikasi pendidikan S3. Serapan anggarannya Rp. 36.000.000, karena tenaga pakar 

yang tersedia hanya 1 (satu) orang. 

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah anggaran untuk makan-

minum. Pada tahun 2024 disediakan anggaran sebesar Rp. 1.404.880.000, serapan 

anggarannya Rp. 1.071.038.750 atau sebesar 76,24 %. Hal ini dikarenakan anggaran 

makan-minum rutin untuk 2 (dua) rumah dinas Wakil Ketua DPRD belum bisa 

direalisasikan disebabkan rumah dinas tersebut dalam proses rehabilitasi sehingga 

belum bisa ditempati. 

7. Sub Kegiatan  Kunjungan Kerja dalam Daerah, anggaran ini dipergunakan untuk 

perjalanan dinas anggota DPRD ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. 

Anggaran yang disediakan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 

100.000.000. Serapan anggaran untuk tahun 2023 sebesar 23,14 % dan tahun 2024 

sebesar 30,13 %. Rendahnya serapan anggaran tersebut dikarenakan padatnya jadwal 

kegiatan anggota DPRD sehingga anggaran banyak yang tidak dapat direalisasikan. 

 

2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD adalah seluruh komponen yang 

terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. Ini mencakup anggota DPRD, 

pimpinan DPRD, tim pakar, tenaga ahli, staf fraksi dan yang mendukung operasional 

DPRD. Selain itu, masyarakat umum juga menjadi bagian dari kelompok sasaran, 

terutama dalam hal akses informasi, partisipasi dalam proses legislasi. 
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2.1.7. Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah  dalam Pemberian Pelayanan 

terhadap kegiatan anggota DPRD Kabupaten Mempawah 

Untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap kegiatan anggota DPRD 

Kabupaten Mempawah, Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan 

strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, 

akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan anggota DPRD. Rincian mitra tersebut adalah : 

 

Tabel 2.7. Mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

dalam mendukung kegiatan anggota DPRD 

No Mitra Jenis layanan Dukungan kinerja 

1 Organsiasi Perangkat 

Daerah (OPD) 

Kabupaten   

Mempawah 

Legislasi, 

anggaran dan 

pengawasan oleh 

DPRD 

Meningkatkan pemerintahan 

daerah yang efisien, efektif, 

produktivitas, dan akuntabel 

2 Lembaga penelitian 

dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 

Universitas Tanjung 

Pura Pontianak 

Mendapatkan 

data dan analisis 

Meningkatkan fungsi legislasi 

dan pengawasan anggota 

DPRD 

3 Organisasi 

kemasyarakatan 

Menampung 

aspirasi 

masyarakat 

Memberikan bahan 

pertimbangan kepada 

Pemerintah Daerah dalam 

penyusunan kebijakan dan 

program pembangunan 

4 Media massa Publikasi 

kegiatan DPRD 

Memberikan informasi 

kepada publik mengenai 

kegiatan anggota DPRD 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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DPRD Kabupaten Mempawah sebagai lembaga legislatif, bekerja sama dengan 

mitra kerjanya untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah yang baik, termasuk 

dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. 

Mitra-mitra Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam 

tabel diatas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung layanan kegiatan 

anggota DPRD. Kolaborasi yang terjalin antara Sekretariat DPRD dengan mitra ini 

menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan di 

Kabupaten Mempawah, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan terhadap 

kegiatan anggota DPRD dapat terlaksana secara efektif dan efisien.  

 

2.1.8. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD 

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, 

sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja 

sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai 

entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam 

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan 

layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 

kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana 

pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga 

dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada 

kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut adalah dukungan BUMD terhadap 

pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. 
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Tabel 2.8. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja  

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

untuk mendukung kegiatan anggota DPRD 

No Mitra Jenis layanan Dukungan kinerja 

1 PDAM Tirta 

Galaherang 

Pengawasan kualitas 

Pengawasan kualitas 

Meningkatkan kualitas air 

minum bagi masyarakat 

Kabupaten Mempawah 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Mempawah banyak menerima pengaduan 

masyarakat Kabupaten Mempawah terkait pelayanan yang diberikan Perusahaan 

Daerah yaitu PDAM Tirta Galaherang Mempawah dalam hal penyediaan air bersih 

yang mengecewakan. Kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat seringkali keruh 

dan tidak mengalir jika tidak dibantu dengan mesin pompa air. 

Menanggapi keluhan warga Mempawah tersebut, DPRD Kabupaten Mempawah 

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya upaya peningkatan 

pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Tirta Galaherang Mempawah. 

Hasilnya, dari serangkaian rapat kerja antara DPRD Kabupaten Mempawah, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan PDAM Tirta Galaherang Mempawah, 

pada tahun 2025 PDAM Tirta Galaherang mendapatkan bantuan anggaran 

pembangunan jaringan pipa air bersih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

untuk. 

 

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai 

aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, 

hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis 
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terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta 

untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan 

lebih lanjut melalui tabel berikut: 
 

 

Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan 

Sekretariat DPRD 

No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar masalah 

1 Target kinerja 

Fasilitasi 

kegiatan 

DPRD tidak 

terpenuhi 

Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan 

Daerah (Propemperda) 

tidak sesuai target 

Miskomunikasi antara Pemerintah 

Daerah dan anggota DPRD.  

Pemerintah Daerah tidak menyampaikan 

Propemperda 

Peraturan Daerah (Perda) 

yang ditetapkan tidak 

sesuai target 

Kewenangan pengambilan keputusan 

sepenuhnya ada pada Pimpinan dan 

Anggota DPRD yang berdampak pada 

tidak ditetapkannya Perda ketika ada 

kepentingan politis 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

Masalah fasilitasi kegiatan DPRD tersebut sering kali dipengaruhi oleh : 

a. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur.  

b. Kualitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD 

c. Adanya miskomunikasi antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah. 

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di 

atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat 

DPRD Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah 

satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi 

prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan. 
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2.2.2.    Isu Strategis 

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi 

daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. 

Penentuan isu strategis pada Sekretariat DPRD didasarkan pada Potensi dan 

Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah 

Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian 

sebagai berikut: 

2.2.2.1 Isu Global 

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat 

lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup 

perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta 

dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, 

lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang 

relevan dengan Sekretariat DPRD adalah : 

1. SDM yang kurang kompeten, responsif dan berorientasi pada pelayanan 

publik. 

2. Tumpang tindih atau konflik antara Perda dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (nasional)  menyebabkan ketidakpastian 

hukum. 

 

2.2.2.2 Isu Nasional 

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 

dilakukan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara 

terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 

juga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan 

yang mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap 

pembangunan di daerah. Adapun isu strategis kementerian yang relevan dengan 

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah :  
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1. Kompetensi SDM yang kurang memadai mengenai regulasi pelayanan 

publik. 

2. Peraturan Daerah (Perda) dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi dan 

menjadi instrumen politik. 

 

2.2.2.3  Isu Regional 

Isu strategis regional merupakan kondisi yang memiliki dampak signifikan 

terhadap suatu daerah dan perlu mendapat perhatian khusus dalam 

perencanaan pembangunan. Isu regional juga dapat mempengaruhi tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis. Isu strategis yang 

relevan dengan Sekretariat DPRD diantaranya : 

1. Pelayanan publik yang kurang efisien  disebabkan kurangnya kuantitas 

dan kualitas SDM. 

2. Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan mengakomodasi berbagai 

kepentingan yang berbeda di masyarakat, serta memastikan keadilan bagi 

semua pihak. 

 

 

 

2.2.2.4   Potensi daerah 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam 

perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak 

hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong 

kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan 

daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan 

menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah : 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung 

pelayanan publik responsif dan adaptif. 

2. Memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah. 
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Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah 

dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Sekretariat 

DPRD secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi 

daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat 

Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen 

perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 2.10. Perumusan Isu Sekretariat DPRD 

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025
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Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, 

sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu 

strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat DPRD. Isu-isu tersebut 

merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian 

kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Sekretariat 

DPRD. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan 

arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen 

perencanaan Sekretariat DPRD. Isu strategis Sekretariat DPRD diantaranya adalah : 

1. Efisiensi dan efektititas pelayanan publik kepada masyarakat 

2. Peningkatan kualitas SDM dalam  perancangan Perda dan komitmen politik 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 
3.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh 

suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan 

tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat 

diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 

mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan 

manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD. 

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang 

menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana 

strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan 

dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala 

daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis 

yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi 

tersebut dalam periode yang telah ditetapkan. 

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten 

Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

 

““Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan 

Berkelanjutan” 

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya  visi 

tersebut  antara  lain sebagai berikut: 

 

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan   

             professional 

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih 

dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk 
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menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik 

korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya 

untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

 

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan 

Manusia / Indeks Modal Manusia. 

 

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan   

             lingkungan 

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. 

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan 

Daerah. 

 

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi  

            unggulan dan peningkatan investasi 

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan 

Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini 

diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. 

 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1, 

tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dan sasaran 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dari RPJMD 

Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut 

diterjemahkan menjadi tujuan Sekretariat DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam 

sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD untuk lima tahun ke 

depan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 

 

 

Sumber :  Sekretariat DPRD, 2025
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Gambar 3.1. Pohon Kinerja Sekretariat DPRD 
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Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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3.2. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah 

 

3.2.1. Strategi perangkat daerah 

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup 

langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa 

optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/ 

kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai 

tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Sekretariat DPRD juga 

disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. 

Berikut ini adalah proses perumusan strategi Sekretariat DPRD, yang 

meliputi antara lain:  

 

Tabel 3.2. Penentuan Strategi Sekretariat DPRD 

Masalah  Tujuan / sasaran Rumusan Strategi 

Target kinerja 

Fasilitasi 

kegiatan DPRD 

tidak terpenuhi 

Tercapainya target 

Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Daerah yang ditetapkan 

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur  

Sekretariat DPRD sehingga dapat 

menjembatani hubungan yang harmonis 

dan efektif antara anggota DPRD dan 

Pemerintah Daerah  

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
 
 
3.2.2. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah 

 
Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan 

selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan 

sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas 

pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan 

yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang: 
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3.3. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
 

Lokus permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah adalah Bagian 

Rapat, Risalah dan Persidangan (Bagian RRP)  sebagai unit kerja yang menjadi ujung 

tombak pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Bagian RRP ini diharapkan 

bisa memberikan kontribusi yang besar dalam mengatasi permasalahan pelayanan 

kegiatan DPRD yang terjadi seperti tidak tercapainya target kinerja anggota DPRD dan 

peningkatan koordinasi yang efektif antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah 

serta pihak-pihak terkait lainnya.  

 

Agar dapat menjalankan tugas tersebut, aparat (ASN) Bagian RRP perlu 

diberikan pembinaan terkait pelayanan kepada anggota DPRD dengan mengikuti 

bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, 

profesionalisme dan keterampilan aparatur dalam memberikan pelayanan. Fokus 

utama bimtek pelayanan ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, 
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termasuk aspek pelayanan prima, komunikasi efektif, dan pemahaman standar 

pelayanan.  

 

Hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada anggota DPRD, sehingga dukungan terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas DPRD seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat 

dimaksimalkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3.2.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK 

sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan 

strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah 

kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat 

daerah. 

 

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah 
 

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) ini. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD disusun dengan 

mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh 

Sekretariat DPRD. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di 

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.  

 

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan di Sekretariat DPRD, yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan 

ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, 

serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan 

output yang diharapkan. 
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Tabel 4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 
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Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam 

penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses 

ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai 

dengan prioritas pembangunan daerah.  

 

Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:  
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Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  

Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah 
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62 
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Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 
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Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan 

dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan 

kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas 

tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program 

prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan 

perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan 

sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah. 

 

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas  

dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 
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Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan 

Penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah 

indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. 

Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran 

strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah. 

 

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis 

perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented 

dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah 

terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator 

kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:  
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD 

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025 

 

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan 

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator 

Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta 

target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan: 

 

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD 

 

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan  

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah berlaku selama 

lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, 

serta rencana pendanaan indikatif.  

Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat memperkuat peran para 

pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam 

mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. 

pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 

memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 

kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.  

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 

2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai 

kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD. Dokumen ini juga diharapkan mampu 

mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat 

daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi 

Kabupaten Mempawah. 

 

5.2. Kaidah Pelaksanaan  

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin 

konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, 

penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan 

selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah 

maupun jangka panjang. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis 

Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, 

maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:  
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1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus 

disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 

Kabupaten MempawahTahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 

2025 – 2029. 

2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan 

yang konsisten antara input, output, dan outcome.  

3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi 

dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang 

tindih pelaksanaan.  

4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang 

sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan 

siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. 

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika 

strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 

 

5.3. Pengendalian dan Evaluasi  

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 

Kabupaten Mempawah,  Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, 

sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk 

memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah 

disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari 

pelaksanaan tersebut.  

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan 

menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. 

Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi 

Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan 

mengacu pada regulasi yang berlaku.  
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